BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab pembahsan diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah
Kecamatan Padang Utara dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi
baik, preventif, maupun represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian
melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahaya judi kepada masyarakat dan
sekolah, melaksanakan patroli rutin di daerah rawan perjudian, menjalin
kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat
nagari/kelurahan, melakukan pemantauan langsung di tempat umum yang
berpotensi dijadikan arena koa dan memberikan himbauan kepada
masyarakat agar tidak menjadikan koa sebagai sarana perjudian.
Sedangkan dalam upaya represif pihak Kepolisian melakukan
Razia/operasi penertiban di lokasi perjudian. Penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana. Penangkapan pelaku serta penyitaan barang bukti sesuai
KUHAP. Proses hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP 1946 atau Pasal 426
dan 427 KUHP 2023. Penahanan sesuai prosedur hukum. Penyitaan
dengan surat perintah sah. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan setelah
lengkap.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya

menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu kurangnya respon

50



51

masyarakat terhadap sosialisasi, atau penyuluhan yang dilakukan
kepolisian, masyarakat tertutup ~memberikan informasi, adanya
pembackingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, perilaku
masyarakat, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah sarana
dan prasarana, dan terbatasnya jumlah personil dalam pengawasan maupun
melakukan operasi.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena
selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan
merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan
bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila
kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.

2. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan
informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian
yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian
dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana
perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan

tentram.
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